BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ /|78 /KEP/35.07.013/2019
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

Menimbang

Mengingat

BUPATI MALANG,

:bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2019 dengan
Keputusan Bupati Malang;

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;



10.

11.

12,

13.

14.

15,

16.

57"

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain
Instansi Penyelenggara Negara;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan  Kementerian  Komunikasi dan
Informatika;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan
Penerapan Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggungjawab
dan Pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

18.

19.

20.

el

22,

23,

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Mekanisme Pelayanan Informasi Publik;
Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Malang;

Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Oktober 2018
Nomor: 131.420/1104/011.2/2018 perihal Surat
Perintah Tugas;

Surat Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Malang tanggal 1 April 2019
Nomor 050/576/35.07.124/2019 perihal Draf Surat
Keputusan Bupati Malang tentang Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

Surat Pernyataan Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Malang tanggal 1 April 2019
Nomor 445/577/35.07.124/2019;

MEMUTUSKAN:

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran [ dan Lampiran I yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;



KEDUA

: Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Utama yaitu:

a.

b.

menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi
dan dokumentasi;

menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi
dan dokumentasi;

mengoordinasikan dan mensolidasikan pengumpulan
bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan,
dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi
kepada publik;

melakukan  verifikasi bahan informasi dan
dokumentasi publik;

melakukan uji konsekuensi atas informasi dan
dokumentasi yang dikecualikan;

melakukan pemutakhiran informasi dan
dokumentasi;

menyediakan informasi dan dokumentasi untuk
diakses oleh masyarakat;

melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi
dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja
secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
mengesahkan informasi dan dokumentasi yang
layak untuk dipublikasikan;

menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat
Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan
memelihara informasi dan dokumentasi;

. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa

informasi yang ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Daerah; dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati
Malang melalui Sekretaris Daerah.

2. Kewenangan  Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Utama yaitu:

a.

menolak memberikan informasi dan dokumentasi
yvang dikecualikan sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan;
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